PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, DAN
KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang

Mengingat

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
juncties Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang  Retribusi  Daerah, = maka  kewenangan
penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur Serta
Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. menjadi
kewenangan pemerintah provinsi;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu
mengatur Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang Dan Perlengkapannya dan Kalibrasi Alat
Ukur serta Pengujian Barang Dalam Keadaan
Terbungkus dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
11. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193):

3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.
Tambahan Lembaran Negara 3209):

4.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib Dan Pembebasan Untuk DiTera Dan Atau DiTera
Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat
Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)
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(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3283):

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk
Rancangan  Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D
Nomor 9):

12.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi
Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut
/ Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan
DE WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG RETRIBUSI TERA. TERA ULANG ALAT-ALAT
UKUR. TAKAR. TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.
KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG
DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4,

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;

Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur
beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
Desentralisasi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
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N

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Firma, Kongsi. Koperasi. Dana Pensiun. Persekutuan. Yayasan. Organisasi Massa.
Organisasi Sosial Politik. atau Organisasi sejenis. Lembaga. Bentuk Usaha Tetap
serta bentuk badan lainnya;

Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat
UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang Metrologi Legal;

Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur Metrologi Legal;

. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal

yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau
tanda Tera batal yang berlaku. dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil
pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan
Perlengkapannya yang belum dipakai. sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang
berlaku;

Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera sah
atau tanda Tera batal yang berlaku. atau memberikan keterangan tertulis yang
bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai
Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya yang telah diTera;

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai
penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar
ukurnya yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk Satuan
Ukuran;

Pengajian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat
pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam
bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak
pembungkusnya atau segel pembungkusnya;

Menjustir adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar
alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera
Ulang;

Surat Keterangan Pengujian / Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian
yang telah dilakukan atas Alat-alat Ukur. Takar, Timbang dan Perlengkapannya
dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar.
Timbang dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur serta Pengujian Barang Dalam
Keadaan Terbungkus;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi;

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda;
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22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan
dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat
yang ditentukan Undang-undang;

23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik. untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Terang tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat UTTP. Kalibrasi Alat Ukur serta
Pengujian BDKT dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera.
Tera Ulang Alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya. Kalibrasi Alat Ukur
serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Obyek Retribusi Tera, Tera Ulang, Kalibrasi dan Pengujian adalah :
a. UTTP;
b. Alat Ukur Metrologi Teknis;
c. BDKT.
Pasal 4

Subyek.Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menlperoleh jasa pelayanan
Tera. Tera Ulang Alat-aiat UTTP. Kalibrasi Alat Ukur,serta Pengujian BDKT.

BAB II1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa
Umum.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1).Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP. Kalibrasi Alat
Ukur serta Pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik,
jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

(2). Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang UTTP. Kalibrasi Alat Ukur serta
Pengujian BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada
kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan. kemampuan masyarakat. dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1).Setiap Tera. Tera Ulang UTTP. Kalibrasi Alat Ukur dan Pengujian BDKT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi

(2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3). Apabila terjadi perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
perubahan tariff Retribusi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9
(1).Retribusi terutara dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
(2).Pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
ditunjuk sebagai Wajib Pungut ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan

Retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
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